SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Penggenti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayzkan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahar Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)

scbagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dsn Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502} sebageimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340):

-
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala
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Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a};

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

25. Peraturan Daerah  Kabupaten Gunung Mas
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Nomor 274.a);

26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 tahun 2021
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2021 Nomor 562);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dcwan Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya
dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonersia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah Yang Ditetapkan
Dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Dacrah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
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8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

9. Pembiayaan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih calam periode tahun
anggaran berkenaan.

10.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

11.Pengcluaran Dacrah adalah uang yang keluar dari kas Dacrah.

12.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -
Undang, dengan tdak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar — besarnya kemakmuran
rakyat.

13.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau
pemberiaan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

14.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

15.Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

17.Pembiayaan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih cdalam periode tahun
anggaran berkenaan.

18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dari kas Dacrah.

19.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula
berjumlah Rpl1.044.262.456.000,00 bertambah/(berkurang) sejumlah
Rp58.804.004.601,00 sehingga menjadi Rp1.103.066.460.601,00 dengan
rincian sehagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp 1.027.170.406.000,00
b. bertambah/(berkurang) Rp 15.774.596.989,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp1.042.945.002.989,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp 1.044.262.456.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 58.804.004.601,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.103.066.460.601,00
Surplus/(defisit) setelah Perubahan Rp (60.121.457.612,00)
3. Pembiayvaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp 29.751.050.000,00
2) Bertambah /(berkurang)Rp __ 43.029.407.612,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan Rp 72.780.457.612,00
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b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 12.659.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang)Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah perubahan Rp 12.659.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 60.121.457.612,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan  Rp 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan DBelanja Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,;

2. Lampiran Il Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

3. Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Besaran Alokasi Hibah yang diterima
serta SKPD Pemberi Hibah,;

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang
diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan
Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat
Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi
Bantuan Keuangan;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Perubahan Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah Desa;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapstan, Belanja dan
Pembiayaan Tahun Anggarn 2021;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
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10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun
Anggaran 2021,

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung
Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 28 September 2021

BUPATI GUNUNG MAS,
TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD
YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 567

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN

Pembina (IV/a)
NIP. 19700617 200501 1 007



